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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Keputusan Bersama 

Kedudukan Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal 

Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon 

pada sengketa Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas 

Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau library 

research yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan 

metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan 

latarbelakang terbentuknya SKB UU ITE dan Perppu yaitu terjadi kegentingan dan 

waktu yang terbatas serta tujuan dibentuknya demi menyelesaikan gangguan serta 

melindungi masyarakat. Selain itu SKB UU ITE juga merupakan alternatif lain 

dalam hal terjadinya diskresi sehingga dapat menggantikan peran Perppu dalam 

penyelesaian masalah di masyarakat dan KTUN yang dapat dinyatakan batal atau 

tidak sah, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

penyalahgunaan wewenang, tidak mengeluarkan keputusan. Surat Keputusan 

Bersama dianggap bermasalah ketika tidak memenuhi syarat syah dari suatu 

keputusan tata usaha negara 
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